GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 4& TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 92 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :a. bahwa Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2012-2031 telah ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012;

b. bahwa dengan adanya perubahan luas kawasan hutan,
penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta
perubahan kebijakan pembangunan kehutanan tingkat
nasional dan provinsi, maka perlu melakukan
perubahan terhadap Rencana Kehutanan Tingkat
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031 dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan
Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra
Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646),



Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan



10.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696),
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5217);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 209) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah Nomor 71
Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-
[1/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-
[I/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Kehutanan Tingkat Provinsi,

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang
Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun
2011-2030;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2012-2031.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012

tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-
2031, diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 2 huruf a dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 2

RKTP Sumatera Barat Tahun 2012-2031 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 disusun sebagai acuan :

a.
b.

Dihapus;
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di tingkat Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KPH);

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan

di Provinsi Sumatera Barat;

.Penyusunan Rencana/Program Pembangunan Daerah Bidang

Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat,

Koordinasi Perencanaan antar sektor antar instansi Kehutanan

Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota);

Pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan, KPH dan UPT

Kementerian Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat.

Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 fwfw 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,
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Diundangkan di Padang
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT




	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)
	5.pdf (p.5)

